BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Prinsip “peace-loving” pada pasal 4 Piagam PBB belum ada definisi yang
pasti dan banyak tafsiran yang diberikan oleh PBB salah satunya adalah
negara cinta damai adalah negara yang tidak terlibat perang. Problematika
Yuridis keanggotaan yang muncul karena syarat yang diterapkan pada
pasal 4 ini dialami oleh negara Palestina yang dianggap tidak memenuhi
kewajiban sesuai dengan pasal 4 Piagam PBB karena masih terlibat dalam
perang. Segala upayapun diusahakan oleh Presiden Palestina hingga pada
Pimpinan Presiden Mahmoud Abbas yang mengalihkan segala tindakan
kekerasan dan perang militer pada jalur yang lebih elegan yaitu diplomasi
dan negosiasi. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Palestina untuk
terus melanjutkan upaya negosiasi dengan Israel. Maka Palestina dapat
dikategorikan sebagai negara yang cinta damai karena selalu
mengupayakan negosiasi dan perundingan-perundingan lainnya untuk
mencapai perdamaian. Dewan Keamanan dan Majelis umum harus
meninjau lagi tentang permasalahan perang yang dialami oleh Palestina ini
agar status keanggotaan Palestina bisa menjadi anggota tetap. Walaupun
Dewan Keamanan hanya memiliki peran untuk merekomendasikan dan
membentuk komite untuk meninjau tentang negara calon anggota, namun
segala keputusan tetap juga berada pada Majelis Umum dan Kelima

Anggota DK (Pemegang hak veto). Dewan Keamanan hanya

65



5.2

merekomendasikan kepada Palestina untuk menjadi non member state
observer. Namun, walaupun keputusan ada pada Dewan Keamanan,
keputusan yang diberikan terkadang menimbulkan ketidakadilan bagi
Palestina seperti penggunaan hak veto oleh salah satu anggota Dewan
Keamanan yaitu Amerika Serikat.

Karena tidak adanya pembatasan penggunaan hak veto, maka Amerika
Serikat secara bebas memveto segala keputusan dan resolusi yang
berkaitan dengan Keanggotaan Palestina di PBB dan segala ketentuan
tentang pemberian hak dan bantuan untuk memerdekakan negara
Palestina. Amerika Serikat juga menggunakan hak mutlaknya ini untuk
membela Israel maka dari itu Israel tidak pernah mendapatkan sanksi dan
penegasan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, hal ini dilakukan
oleh Amerika Serikat karena alasan politik kerja sama yang telah dibangun
erat antara Amerika Serikat dan Israel. Jika penggunaan hak veto tidak
dibatasi dan tindakan Israel tidak pernah ditegaskan maka prinsip “peace
loving” yang terkandung dalam pasal 4 Piagam PBB tidak dapat
diwujudkan oleh Palestina dan Palestina tidak akan bisa mendapatkan
haknya sebagai negara yang merdeka.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti dalam tulisan ini bahwa:

i)

Dilakukannya amandemen pada Pasal 4 Piagam PBB, dengan
mencantumkan secara tegas prinsip dan definisi “peace loving”.
Amandemen ini penting dilakukan agar pada saat suatu negara calon

anggota mengajukan diri untuk mendaftar menjadi anggota tidak
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mengalami keraguan mengenai prinsip dan definisi dari “peace loving”,
dan tidak adanya penafsiran secara bebas tentang prinsip “peace loving”.

Selain Pasal 4, perlunya juga amandemen pada Pasal 27 Piagam PBB,
karena pada pasal ini belum secara tegas mengatur tentang penggunaan
dan pembatasan penggunaan hak veto, karena sampai sekarang hak veto
ini dapat digunakan sebebas-bebasnya oleh negara anggota Dewan
Keamanan untuk menentang dan menolak secara mutlak suatu rancangan,

keputusan dan bahkan resolusi.
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